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Jalan Petojo Binatu VIITI Nemeor 3, Rukun Tetangga 004
Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Petojo Utara, -------
Kecamatan Gambir, Jakarta PFusat (Nomor Induk --------
Kependudukan 3171015B810910002) . =—==——-ccmmccacaaaaa-
b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara di ----
bawah tangan, tertanggal 7-9-2021 {tujuh September --
dua ribu dua puluh satu), bermeterai cukup,
dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari --
Tuan Doktor BAHARUDIN FARAWOWAN, Sarjana Hukum, ————-
Magister Hukum, lahir di Tual, pada tanggal 30-4-1574
(tiga puluh April seribu sembilan ratus tujuh puluh -
empat), Warga Negara Indonesia, Konsultan, bertempat-

tinggal di Jakarta, Perumahan Setu Indah Jalan Setu -

Indah IV nomeor 3, Rukun Tetangga 002, EBukun Warga ---
003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta --—--
Timur (Nomor Induk Kependudukan 2103013004740004). --
(Para) penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --
(Para) penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut-
di atas, menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa ----
dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang —————-——-
berwenang, telah sepakat dan setuiu untuk

bersama-sama mendirikan suatu persercan terbatas =---
dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam-
akta pendirian ini (selanjutnya disebut Anggaran ----
Dasar) -sebagail berikut: ===
——————————————— HAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----------

e e e e e PABAL 1 e e

1. Persercan terbatas ini bernama ---

~=----- PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESTIA -------

g (selanjutnya disebut Per i, berkedudukan di ----

S~

| UEes——————

-

Eota Administrasi Jakarta Selatan. - ———————-———-——--
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah ----
Eepublik Indonesis sebagaimana ditetapkan oleh -=----
Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

—————————— JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN ———————-

Persercan didirikan untuk jangka waktu tidak ———-—---
ditentukan lamanya, S i e o EerRrprrTe

—————— MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA ——— -

1. Maksud dan tujuan dari Persercan ini ialah —---——---
berusaha dalam bidang Pertambangan dan Jasa, —-—-——-——--—
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha: --—————--
a. melakukan kegiatan usaha pertambangan berupa -----
Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian -----
lainnya = 09900; =-=—==-———emm e —
b. melakukan kegiatan usaha Jasa, herupa:

- Aktivitas Konsultan Hukum - 69101; -—————————————-

Rktivitas Konsultan Kekayaan Intelektual 659103

- Aktivitas hukum lainnya - 69109; -=-----——omm—a——o

- Rktiwvitss konsultasi manajemen lainnya. -——----

1. Modal dasar Persercan berjumlah Rp 1.500.000.000,-
(satu miliar lima ratus jura Rupiah} terbagil atas —--
1.500 (seribu lima ratus) saham, masing-masing saham-
bernilai nominal Rp 1.000.000,- {(satu juta). =======

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan --

S~
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1 disetcr 66,67% (enam puluh enam koma enam tujuh ———--
persen) atau sejumlah 1.000 (seribu} saham dengan
nilai nominal seluruhnys sebesar Rp 1.000.000.000,-
(satw miliar Rupiah) oleh para pendiri yvang telah ---
mengambil bagian saham dan rincian serta nilai ------

nominal sal

m akan disebutkan pada akhir akta.

3. Perseroan dapat meningkatkan modal dasar dan -----
mengeluarkan saham dalam simpanan menurut keperluan -
modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum ------
Pemegang Saham. Para pemegang saham yang namanya ———-—
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak --
terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham -—-
yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 (empat-
belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan ---
masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian-
seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki —-----
(proporsional), baik terhadap saham yvang menjadi ----

bagiannya maupun terhadsp sisa saham yang tidak -----

diambil oleh pemegang aasham lainnya,
Jika setelah lewat Jjangka waktu penawaran 14 ————————
{empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada sisa
saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak -

menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga. -

1. Semua saham yang dikeluarkan cleh Persercan adalah
saham ATAS MAMA. —————————————
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ---

saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau badan --

g hukum Indonesia. - ——

S~

—

st

3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham. —-
4. Dalam hal Persercan tidak menerbitkan surat

saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat-
keterangan atau catatan vang dikeluarkan oleh
PEersercdl., —————- e — e ——
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap --
surat saham diberi sehelai surat saham. ———————--—-
6. Surat kclektif saham dapat dikeluarkan sebagai --—-
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang --—--——--
dimiliki oleh seorang pemegang saham., ————————————-
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:

nama dan alamat pemegang sahamj ---—--=-s-cc-cceoo

nemer surat saham;
@, nilai nominal saham; —===—==——====s——s——m——————e—e

d. tanggal pengeluaran surat saham. ————————————-

B. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus --

dicantumkan: ——————mmm— e

a. nama dan alamat pemegang saham; ——————————————
b. nemor surat kolektif saham; -

<. nemor surat saham dan jumlah saham

d. nilai nominal saham; ---------————-———————————e

e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harug -------

ditandatangani oleh secrang anggota Direksi dan

secrang anggota Dewan Komisaris. -
10.a. Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: -
{1) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham; —m————-—"—-"———-—————-——————
{11} menerima pembayvaran dividen dan sisa kekayaan —-

haedl Tikdidasit ————erre— e
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{iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan —-—--——-——-
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh)
tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut --—-——-
Undang-Undang) .

b. Ketentuan huruf a tersebut berlaku setelah saham -
dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama

pemiliknya., ——————————————

2. Ketentuan huruf a butir (i) dan butir i) tidak-
berlaku bagi klasifikasi saham tertentu sebagaimana -
ditetapkan dalam Undang-Undang. ———————-—-—————
d. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak vang
tidak dapatr dibagi. ——+-+-—---"H-"-—--——
e. Dalam hal 1 (satu} saham dimiliki oleh lebih dari-

1 (satu) orang, hak yang timbul dari saham tersebut -

digunakan dengan cara menunjuk 1 (satu) orang sebagai

wakil DErsmia — e e e e S e e e e

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, -
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi -
mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat -—-—-
saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut --
diserahkan kembali kepada Direksi. ———m——————————-
2, Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ---
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh ----—-
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang -—-
Saham berikutnya. ==——=====mmmmm e e ————
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka --

yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat saham

pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan

—

s

tersebut cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang --—-
dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa
L e
4. Setelah surat ssham pengganti dikeluarkan, surat
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku-
lagi terhadap Perserocan. -

5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran —-

asurat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang &
vang berkepentingan, —————————————————-————————
6. Eetentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -—-—--
ayat (2}, ayat (3), ayat (4) dan ayat (5] mutatis ---
mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif -———-
saham pengganti. ———-——m———————————

———————————— PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM ————----——-m--

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta -
pemindahan hak yang ditandatangani ecleh yang —————--
memindahkan dan yang menerima pemindahan atauy -———---
kvasanya yang sah, —————-"--"--"—-——--——
2. Pemegang saham vang hendak memindahkan hak atas

saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada -—————-
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta --
persyaratan pemindahan hak dan memberitahukan kepada-
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penawaran, ---
para pemegang saham lainnya dapat menyetujui ————-——-
pemindahan hak, dengan ketentuan apabila telah lewat-

waktu 30 (tiga puluh) hari ternyata saham yang —————-

ditawarkan tidak disetujui pemindahan haknya oleh ——-

pemegang saham lainnya, saham terasebut dapat ———————-
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ditawarkan kepada pihak ketiga yang disetujui oleh —--
Rapat Umum Pemegang Szham.

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat ---------
persetujuan dari RUPS.

4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ---
zampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Femegang
Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.
5. Apabila karena wWarisan, perkawinan atau sebab lain
saham tidak lagli menjadi milik Warga Negara Indonesia
atay badan hukum Indonesia, maka dalam jangka waktu -
1 ([satu) tahun orang atau badan hukum tersebut wajib-
memindahkan hak atas sahamnya kepada Warga Negara ---—
Indonesia atau badan hukum Indonesia, sesuai --------
ketentuan Anggaran Dasar, =—==—=—=====m———— e
—————————————— RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ——————————

——————————————————————— PASAL B

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanijutnya disebut -——-
REBEY-aaalslty =ocssr s s e s s e s
& BUIRS Esbmnany ——r— e e e
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini
disebut juga RUPS luar biasa. -——————————————-
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti
keduanya; yaitu RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, ---
kecuwali dengan tegas ditentukan lain.

3. Dalam RUPS LahuNan: =m==m=mmmmmm oo -
a. Direksi menyampaikan: ---——————————-————
= laporan tahunan yang telsh ditelaah oleh Dewan =----
Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS; -———————-

— laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat; -

~ b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Persercan ——--—---

m

—

T

mempunyai salde laba yang positif; —————-—————-
<. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah
diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan --
ketentuan Anggaran Dasar.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan
keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ——
kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas —-——-—-
pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan —----
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut
tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan ----——-—----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk ——------——-
membpicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali-
mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf ——
a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan -------

perundang-undangan serta Anggaran Dasar, ———————————

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Persercan atau
di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang-
B S —
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan-
terlebih dahulu kepada pars pemegang saham dengan
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat ---——
K ABE D s et e e e et e e e e e e e e e e e
3.a. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang --—
aaham aebelum menyelenggarakan RUPS. ————————————

b. Dalam hal tertentu, sebagaimana diatur dalam -

Undang-Undang, pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh-

(W
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Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan ————-
penetapan ketua pengadilan negeri.

4. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 {empat
kelas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal
RUPS diadakan.

5, Panggilan RUPS harus mencantumkan tanggal, waktu,-
tempat dan mata acara rapat, dengan disertai ———--
pemberitahuan, bahwa bahan yang akan dibicarakan —-—--
dalam rapat tersedia di kantor Persercan mulal sedak-
tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampail dengan ——-
tanggal RUPS diadakan., —————————————————————
6. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan --—-----
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat -
{4) dan ayat (5), keputusan RUFS tetap sah jika semua
pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili -
dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan —-
suara bulat.
7. RUPS dipimpin eleh Direktur Utama. Dalam hal —--———-
Direktur Utama tidak ada atawu berhalangan karena -———-
sebab apapun, hal tersebut tidak perlu dibuktikan --—-
kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh seorang --—--
Direktur. Dalam hal Direktur tidak ada atau --———————-
berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat --——
dipimpin oleh salah seorang anggeta Dewan Komisaris.-
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir -
atau berhalangan karena sebab apapun, hal tersebut —-

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --——-

rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan —-—-
M

10

—

T

dari antara mereka yang hadir dalam rapat. —-—————-——-
- KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

- PASAL 10 -—-—=—=—————me———n————
1. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh
pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima ---
puluh persen) dari jumlah saham yang telah -
dikeluarkan Perseroan kecuali apabila ditentukan lain
dalam anggaran dasar in{, - ———--—---"—--———
2. Pemungutan suara mengenail diri orang dilakukan
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan -
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua
RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari -———-——-
pemegang saham yang hadir dalam RUPS, ———————-—eeoee—u
3. Suara blanke stau suara yang tidak sah dianggap --
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan Jjumlah-
suara yang dikeluarkan dalam RUPS, =-—=—=—————=———e===
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan --—-———-—-
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara -—-———-
setuin dari jumlah svara yang dikeluarkan dalam RUBS-
sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang. -—--——--—-
5. Ruorum untuk perubahan Anggaran Dasar, ditetapkan-
cleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian -—--
dari seluruh ssham yang telah dikeluarkan yang
mempunyal hak suara yang sah dan keputusan disetujui-
cleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari —-
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- Kecuali keputusan RUPS untuk penambahan modal ————-

ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar ————-

adalah sah apabila dilakukan dengan kuorum kehadiran

11
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paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh
jumlah saham dengan hak suara dan disetujui cleh
paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah-
seluruh saham yang dikeluarkaan dengan sah dalam
RaPat . — oo s
6. Kuorum untuk penggabungan, peleburan, ——-—————-——-
pengambilalihan atau pemisahan, pembubaran Persezoan

dan mengalihkan atau men

dikan jaminan utang yang ——
melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekavaan
Persercan ditetapkan cleh RUPS yang dihadiri oleh -——-
pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga
par empat) bagian dari seluruh saham yang telah ————-
dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan -——-
keputusan disetujui oleh paling sedikit 3/d (tiga ===
per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan-

dengan sah dalam Rapat., —=—————=——————r——————————

1. Persercan diurus dan dipimpin cleh Direksi yang —-
terdiri dari seorang anggcta atau lebih. -————-——--—
Apabila diangkat lebih dari seorang Direktur, maka —-

secrang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur

2, Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka

waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi --------
hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. --——-
3. Jika cleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau-—
lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam -
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi —-——-

lowangan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi —-

—

lewongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. =-—-—-——=====-==-

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua Jjabatan anggots

Direksi lowong, untuk sementara Perserogan diurus ocle

anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat ———-—

Dewan Komisaris.
&. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari ————
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis —--—--
kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) -
hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Jabatan anggota Direksi berakhir, Jjika: ———————-

a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (5); ————

b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan -———

perundang-undangan; —-——-=—c——cse—ceaaaooo
e. meninggal dunis; —=—-——mmmmm e

d, dikerhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

mmmmsss------ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ------
e PRASAL 12
1. Direksi berhak mewakilli Persercan didalam dan ----

diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala
kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan --
pihak lain dengan Persercan, serta menjalankan segala
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun ——--—
kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa ----
L A T e e e e e
a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Ferseroan

{tic

3k termasuk mengambil uang Persercan di Bank); --
b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ——-——
perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;-

c. membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap;

S
13
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’// d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak milik

barang tidak bergerak, mengagunkan harta kekayaan
Persercan, mengikat Persercan sebagai penjamin untuk-

menjamin hu

-ang-hutang pihak lain, dengan —==-=—=—===—
Jumlah/nilai tidak melebihi 50% (lima puluh persen) -
jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) -———-

transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama -

lain maupun tidak;
harus dengan persetujuan Dewan Komisaris., —-————-——
2.a. Dirsktur Utama berhak dan berwenang bertindak ——
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau -———-—-
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak ——-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah ----
segrang anggota Direksi lainnys berhak dan berwenang-
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili-
DEmORImATLS (s e o ey o g
3. Palam hal hanya ada seorang Direktur, maka segala-
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Direktur --

Utama dalam Anggaran Dasar ini akan -———--———————————
dilaksanakan/digantikan cleh Direktur, sshingga —----

seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak atas

nama Direksi dan mewakili Persergsan, —-——--—-————————————
e RAPAT DIREKST oo e
PASAL 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan —-——-

setiap waktu apabila dipandang perl
a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; -——————

b. atas permintaan tertulis darl seorang atau lebih -

“\\ anggata Dewan Komisaris; atayg —————-————————————————v

~

et

e. dtas permintaan tertulis dari 1 {satu) orang atau

lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili -----
1/10 ({satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah -——---
seluruh saham dengan hak suara. ==—=—===—=—e——ce————
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan eoleh anggota ———
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama ———
Bk e T T e e e T T e T T
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat -
tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung-
kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda

terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat -——-

diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal

panggilan dan tanggal rapat. -
4., Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, =----=
tanggal, waktu dan tempat rapat., --———--——-———————————
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau tempat keglatan usaha Perserocan. —----
Apakila semua anggecta Direksi hadir atau diwakili, =--
panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan -
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat, -———
6. Rapat Direksi dipimpin ecleh Direktur Utama. ————-
Dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau ——-——
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak-
ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota -

Direksi yang dipilih oleh dan dari antars anggota --

Direksi yvang hadir. ————e——e-ee————— -—
7. Secrang anggota Direksi dapat diwakill dalam Rapat
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -—-————-——

berdasarkan surat kpasa, -——————"————-————————————
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et

B. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil

keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ({satu-
per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau -—---
diwskill dalan rapat. === e e e ——————
9. Eeputusan Rapat Direksi harus diamhil berdasarkan-
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka
keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per-
dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-
10. Apabila suara yang setuju dan vang tidak setuju -
berimbang, ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.-
11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -—————
mengeluarkan 1 {satu) suara dan tambahan 1 (satu) —-
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang --———=-=--
diwakilinya. --———--"-----"o———————
b. Pemungutan suara mengenal diri orang dilakukan

dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan ------
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain =----
dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan
lain tanpa ada keberatan dari yang hadir, ———————-
¢. Suara blanke dan suara yang tidak sah dianggap ——-
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada -
serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara —

yang dikeluarkan. ==—=s=se—eec—ee—eanaaax e

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah

tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan ----
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ———-=---—
tertulis dan semua anggota Dirsksi memberikan ————-—-—

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara —--——---—

g | tertulis dengan menandatangani parsetujuan terssbut. -

S
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Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil

dengan sah dalam Rapat Direksi. -———--———r—rmmom—m—o—

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih dari-
seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang ——-—----—

diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. -

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan
Komisaris hanya Warga Negara Indonesia yang —-———————

memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk -

jangka waktu 5 {(lima) tabhun dengan tidak -——-————-

mengurangl hak RUPS untuk memberhentikan -

SN e N s e e e e e
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan -—----=
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus ———-———
diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu ——-—---
dengan memperhatikan ketentuan ayat (2) Pasal ini. —
5. Secrang anggota Dewan Komisaris berhak --——-—-—----
mengundurkan dirl dari jabatannya dengan -——-—-———----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud -————
tersebut kepada Persercan sekurang-kurangnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. ----
6. Jabatan anggota Dewan Komlsaris berakhir apabila:-
a. kehilangan kewarganegaraan Indenesia; —-———-——-————-

b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan -—————-—
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c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan

yang berliakuj =————mm—mmm e me e e e e e

d. meninggal dunia; —-----
e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. -————————

———————— TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS —-—-—--—--

1. Dewan EKomisaris setiap waktu dalam jam kerja
kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai
aleh Persercan dan berhak memeriksa semua pembukuan, -
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan
mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta ——-—
berhak untuk mengetahul segala tindakan yang telah --
dijalankan cleh Direksi. -————-----o---——-
2. Direksi dan setiap anggeota Direksi wajib untuk
memberikan penjelasan tentang segala hal yang —-—=---=-
ditanyakan cleh Dewan Komisaris, ==-=-=c--ccmec—cea-a-
3. Apabila seluruh anggota Direksi dibsrhentikan ----
sementara dan Persercan tidak mempunyai seorangpun --—
anggota Direksi mzka untuk sementara Dewan Komisaris-—
diwajibkan untuk mengurus Persersan. Dalam hal —————
demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan -—-——
kekuasaan sementara kepada seorang ataun lebih ———----
diantara anggota Dewan Kemisaris atas tanggungan ---—-—
Bewan: Komigarig.: ————————mr T T T T T
4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -———--——
Kemisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan -

kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris -

g | dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. - —-———

=
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RAPAT DEWAN KOMISARIS

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 -—-———--
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.-

——— RENCANA EERJA, TAHUN BUKU DAN LAFPORAN TAHUNAN —-——

1. pireksl menyampaikan rencana kerja yang memuat —-—-—
juga anggaran tahunan Persercan kepada Dewan -————--—--—

Kcomisaris untuk mendapat persetu] sebelum tahun -

buku dimulai.

2. Fencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
harus disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh)
hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.-
3. Tahun buku Persercan berjalan dari tanggal 1 —-=---
{satu) Januarl sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh -
satu} Desember. Pada akhir bulan Desember tlap tahun,

buku Persercan ditutup. Unt

ik pertama kalinya buku --
Persercan dimulai pada tanggal dari akta pendirian --
ini dan ditutup pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh

saty Desember dua ribu dua puluh gatw), ——————————
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -———-——-——-
menyediakannya di kanteor Perseroan untuk diperiksa ——

aleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal -———

panggilan RUPS tahunan, =-——=—s——eecc——- _—

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

1. Laba bersih Persercan dalam suatu tahun bukuy —————
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba -
rugl yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan -————-

merupakan saldo laba vang positif, dibagi menurut -—-—-—

.
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—~ ~

cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS ——————- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur —--
BT RO L o i o i o e g o e e dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku Rkhirnya, (para) penghadap vang bertindak sebagaimana
menun jukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan- tersebut di atas menerangkan bahwa: -—=——==———-——cccoo-o
dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat - 1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ---
dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam- disetocr penuh dengan uang tunai melalui kas Perserocan
tahun buku selanjutnya Persercan dianggap tidak ---- sejumlah 1.000 {seribu) saham dengan nilai nominal --
mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan ———-- seluruhnya sebesar Rp 1.000.000.000,— {(satu miliar --
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama Rupiah) oleh para pendiri yaitu: —----- b g e
sekals fertutup: — ST S e e e e — Tuan Doktor BAHARUDIN FARAWOWAN,
———————————————— PENGGUNAAN CADANGAN ———————————————— Sarjana Hukum, Magister Hukum, --—-—
PASAL 19 sebanyak 400 (empat ratus) saham -
1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan -- dengan nilai nominal seluruhnya ——
sampali mencapai 20% (dwua puluh persen) dari jumlah -- SOBRRET s e A e e e e Rp 400.000.000,-
modal ditempatkan dan diseteor hanya boleh —————————-- (empat ratus juta Rupiah); —--—————-
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak —-—=---- = Tuan ABDUL RACHMAN,
dipenuhi oleh cadangan lain, =—=—=————c—cmemmmmmmaamooo sebanyak 400 (empat ratus) saham
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% --- dengan nilai nominal seluruhnya --
{dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah SELRSAT . L A G R Rp 400.000.000, -
kelebihannys digunakan bagi keperluan Ferserocan. —-——— (empat ratus Jjuta Rupiah); ——————
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang - = NHyonya FRISKA JESIVA PUTRINTO, -
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ------- sebanyak 200 {dua ratus) saham ---
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -—-- dengan nilai nominal seluruhnya --
(2) yang penggunaannys belum ditentukan cleh RUPS --- 58b8SAr L ..iiiiiaianaian A Rp 200.000.000, -
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat -- (dua ratus juta Rupiah); ——————--
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh -——- - sehingga seluruhnya berjumlah ——
persetuijuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ——--——-- 1.000 (seribu) saham dengan ------
perundang-undangan agar memperocleh laba. -- nilai nominal seluruhnya sebesar . Rp 1.000.000.000,-
v e o KETENTUAN PENUTUP — - cccccccaa—- (satu miliar Rﬂp].ah: , e ———————
\\“a:--““-“-_-“-"---_--““- PASAL 20 -----------mmmmmmm e \\\Hf. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 dan Pasal
T T
20 21
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sembilan -——----

14 Anggaran Dasar ini mengenal tata cara pengangkatan belas Agustus

1 di Lebak, --

ilan puluh), ber

anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat - wARg

sebagal ———————-—— e pung oosg, cun Warga -
= Direktur Utama : Tuan ABDUL RACHMAN, tersebut; - Kelurahan Jay —_——
= Direktur : Tuan Doktor BAHARUDIN --------- In ; dan ———-
F Sarjana Hukum Nyonya SISKA SEPTIANI, lahir
ARAWOWAN G
5=8= 1ima tember ————
Magister Hukum, tesrsebut; ----- 5=5=1 lima Septembe
- Komisaris : Nyonya FRISKA JESIVA FUTRINTO, - sembllan puluh enam), bert =

ta Baru, Ruk

tersebut. -———— e

lurahan Muara

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris —--——-
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ————-
DErsanGRuban i = i e e e e e e

3. Direksl FPerserocan dan

elah aktea ini

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh para --

ird { { . g, kepada
pendiri diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan ---

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk ----

memchon pengesahan atas anggaran dasar ini

X : 3 ra gantian dan tanpa
instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahan-
. e e T

dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun Jjuga

ditandatangani dengan sempurna.

yang diperlukan untuk mempercleh pengesahan tersebut

SALINAN YANG SAMA BUNYI

dan untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat-
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -
mungkin sdiperiokan, ———————————=———=m————me————————
————————————————— DEMIKIAN AKTA INI ~-cc-woommooaae
Dibuar dan diselesaikan di Tangerang, pada hari, --—-- -
WAHYU SUDRAJAT, S.H., M.Kn.

tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada --

bagian awal akta ini, dengan dihadiri eleh: -———————-

Tuan MOHAMAD YUSUP, lahir di Lebak, pada tanggal ----
\

S~
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDDNESIA

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| REPUBLIK |
NOMOR AHU-0056439.AH.01.01 TAHUN 2021 | NOMOR AHU-0056439.AH.01.01. TAHUN 2021
TENTANG

TENTANG |
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS |
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA

1. Modal Dasar : Rp. 1.500.000.000
Bahwa berdasarkan Permohonan Metaris MUHAMMAD WAHYL SUDRAJAT 5.H., 2. Modal Diternpatian : Ap. 1.000,000.000

M.EN., sesuai salinan Akta Nomor 5 Tanggal 09 September 2021 yang dibuat 3. Susunan Pernegang Saham, Dewan Komisarls dan Direksi
oleh MUHAMMAD WAHYL SUDRAJAT 5.H., M.KN. tentang Pendirlan Badan Hukum
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA tanggal 10 Septembar 2021 dengan
Nomor Pendaftaran 4021081031102282 telah sesual dengan persyaratan
pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan;

Menimbang

w

ABDUL RACHMAN DIREXTUR LUTAMA - 400 Rp. 400.000.000
DR. BAHARUDIN DIREXTUR . 400 Rp. 400.000.000
FARAWDWAN, S.H. M.H,

FRISKA JESIVA PUTRINTO  KOMISARIS 5 200 Rp. 200.000.000

o

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, peru ||
menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang |
Pengesahan Pendirian Badan Hukum PT KONSULTAN PERTAMBANGAN ||
|
|

INDONESIA.
Ditetapkan di jakarta, Tanggal 10 September 2021,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK B5A51 MANLISIA
REPUBLIK INDONESI
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRAS| HUKUM UMUM,
I
S -
<t it
\

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Mengesahkan pendirian badan hukum - PT KONSULTAN PERTAMBANGAN
INDONESIA - yang berkedudukan oi [AKARTA SELATAN karena telah sesual dengan
Data Farmat islan ian yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Nomor 5§ Tanggal 09 September 2021 4 .
yang dibuat oleh MUHAMMAD WAHYU SUDRAJAT 5.H., M.KN,, yang berkedudukan di ca“ul;::;:;: :;';:;;r'l 50:1 e
KABUPATEN LEBAK.

: 7 & DICETAK PADA TANGGAL 10 Septembser 2021
KEDUA : Modal dasar, | 1
asar, modal yang ditempatkan dan modal disetor sebagaimana yang DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154675.AH,01,11. TAHUN 2021 TANGGAL 10 September
tercantum dalam akta yang disebut pada poin PERTAMA. 2021
KETIGA lenis Parseroan SWASTA NASIONAL
KEEMPAT : Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi Terlampir.
KELIMA Keputusan Inl berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbalki
seh tinya d apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan
dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di |akarta, Tanggal 10 September 2021

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| MANUSIA
REPUBLIK INDONESLA
DIREKTUR |ENDERAL ADMINISTRASI HUKUM LUMUM,

1

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAE PADA TANGGAL 10 September 2021
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0154675.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 10 September
2021
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009210108526

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk
Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha : PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA
2. Alamat Kantor : Kawasan Rasuna Epicentrum, Epiwalk AS29-A531 JL. HR Rasuna Said ,
Kel, Setia Budi, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI
Jakarta,
Kode Pos: 12940
No. Telepon 1 081260001291
Email : indonesianminingconsultants@gmail.com
3. Status Penanaman Modal : PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia : Lihat Lampiran
(KBLI)
5, Skala Usaha . Usaha Kecil

NIB ini beraku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses
kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jJaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukli pemenuhan
laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)

Pelaku Usaha dengan NIBE tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 September 2021

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,

Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 September 2021

1. Dokumen ini sislem 0SS berd, data dan Peiaku Usaha, tersimpan dalam sistem 0SS, yang menjad tanggung jawab

Pelaku Usaha. Balai
2. Dalam hal terfadi kekelruan sl dok inj akan difak perbalk b mastinya. I Sertifikasi
3. Dokumen ini telah difandatangani secara alekironik saifikal yang diterhi ofeh BSrE-BSSN. W Elektronik
4. Dala lengkap Perizl ha dapat o mefalu sistem 0SS menggunakan hak akses.
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PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

LAMPIRAN

NOMOR INDUK BERUSAHA: 1009210108526

_ampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:
No| Kade KBLI| Judul KBLI Lokasi Usaha Kiasifikasi Risiko Ferzinan Bernana
Jenis Legalitas
1162109 Aklivitas Epicentrum Walk South A 529, Kel. |Menengah Tinggi NIB Untuk persiapan
hukum lainnyalKaret Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota| kegiatan usaha
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Sertifikat Untuk persiapan
Jakarta Standar kegiatan usaha
Kode Pos: 12940 belum
terverifikasi
Sertifikat Untuk operasional
Standar dan/atau komersial
telah kegiatan usaha
terverifikasi
2 |69103 | Aktivitas Epicentrum Walk South A 529, Kel. |Menengah Tinggi NIB Untuk persiapan
konsultan Karet Kuningan, Kec. Sefiabudi, Kota kegiatan usaha
kekayaan Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DK Sertifikat Untuk persiapan
intelektual Jakarta Standar kegiatan usaha
Kode Pos: 12940 belum
terverifikasi
Sertifikat  |Untuk operasional
Standar dan/atau komersial
telah kegiatan usaha
terverifikasi
3 169101 | Aktivitas répicentrum Walk South A 529, Kel. |Menengah Tingg NIB Untuk persiapan
pengacara Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kotal kegiatan usaha
Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Sertifikat Untuk persiapan
Jakarta Standar kegiatan usaha
Kode Pos: 12940 belum
terverifikasi
Sertifikat Untuk operasional
Standar dan/atau komersial
telah kegiatan usaha
terverifikasi
4 (09800 Aktivitas Epicentrum Walk South A 529, Kel. |Tinggi NIB Untuk persiapan
Penunjang Karet Kuningan, Kec. Setiabudi, Kota kegiatan usaha
pertambangan|Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Izin Untuk operasional
dan Jakarta dan/atau komersial
penggalian  |Kode Pos: 12940 kegiatan usaha
lainnya

1

by

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.

Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)
Kementerian/Lembaga (KIL).
Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dckumen NIB tersebut.

AR

D inf sistom OS5 dala dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sislem 0SS, yang menfad! langgung fawal =

Pelaki Usahs. ' 3 | Balai

Dalam hai tegadi isi ini akan dit i 1 | dl Sertifikasi
i telak secara elakiromk I satifikcat yang oleh BSrE-BS5N. b ] q_// Elektronik

Data lengkap iz dapat dip melal sistem Q55 menggunakan hak akses

Py
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LEGALITAS

IUJP| PT Konsultan Pertambangan Indonesia

PEREETUJUAN
EPADA PT KONSULTA

KEPALA BADA?D

MENTERI INVESTASI /
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA

KOORDINASL PE
NoMOR : Tl 1y

MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

Menimbang

Mengmgat

bahwa PT Konsultan Pertambangan Indonesia telah
mohonan lzin U
ensi 2NdaXD pada tan
arkan hasil evaluasi ¢
perundang-undangan,
hangan  Indonesia h memenuhi pe |
untuk d an Berusaha berupa lzin
u ambangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perfu menetapkan Keputu
Menteri Ir Badan Koordinasi Pena
Medal tentang g ian Pemnberian Izin Usaha
Pertambangan PT Konsultan Pertambangan
Indonesia
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pertambangan  Mineral dan Batubara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)
1a telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
2020 tentar thahan atas Und In 2
r 4 Mineral dan
Tahun 2020
Nomor 147
Indonesia Nomo:
2. Undang-Unda

{Lembaran Ne

2 1tk clikenaken Bigvn

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5

Perizinan

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentan
Mineral dan

ksanaan Kegis

Batubara (Lembaran N

Sumber Daya b

nang Pemberis
tan Batub

anan Terpadu Satu Fintu

sian We

ngan Min

12n Modal (Berit
Nomor 1187}

K
nana telah diut gan Peraturar snteri Energ
dan mber Daya Mineral Nom t

~ral
Wewenang
IMiners g
Pelar Kepada

ahun 2020 Nomaor 15629);

Menteri Energl dan 5 ber Diava

tentang Tata

[Bernita Negara

| scha
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LEGALITAS

IUJP|

Menctapkan

KES

KEDUA

KETIGA

KEEMFAT

KELIMA

PT Konsultan Pertambangan Indonesia

MEMUTUSKAN

’ MENTERI INVESTASI/ KEPALS
DORDINASI PENANAMAN MODAL
RIAN 1ZIN USAHA J

K
FPEMBE

Memberikan Persetujuan [zin U

selanjutnya disebut IUJP, kepa

a. Nama ; PT Konsultan Perta
an Rasuna Epicentrum,
, JI. HR Rasuna S
Setiabudi,
7. DKI Jak

b, Alamar i Ks

c. NIB

d NPFWP 43.5 011.000

g saham peme

ng lzin

Susunan pengurus dan,atau pemegan
Usaha Ja: Pertambangan s
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran | yang
tidak t

mana dimaksud dalam

merupakan bag sahkan dari Keputusan Menter:

ini

Jenis dan b

sebagal

1 Lisaha jasa vang d
ksud dalam
1 Il yang merupakan bag

mana dir

-sntum dalam Lampirar

Lerpis

hkan dari Keputusan Menteri ini.

IUJP sehagaimana dimaksud dalam Diktum KES
untuk jangks wakm 5 (lima) )
Keputusan Menteri ini dan dapat diper,

waktu 5 (lima) tahun se

Pemegang [UJP  sebagaimana din
KESATU wajib:

a. Mengutamakan produk dalam negeri;

b. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya;
©. Mengutamakan tenaga kerja lokal;
d. Melakukan kegiatan ses deng;

s

Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa
pertambangan dengan pemegang [UP, IUPK, IUPK sebage
(elanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, pem
va, dan/atau pemegang
Pertambangan Batuba

jenis dan bidang

usanan

lain kepada Menteri Energ

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN :

KESEPULUH

f. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan
g-undangan;

ik barang maupun
sertambangsan vang diperhikan dalam pelaksanaan

ketentuan peraturan perunda
g. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal
je
kegiatan usaha jasanya;
h. Melaksanakan ketentuan kesclamatan  pe
sesuai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan;
i, Menyusun dan menyampaikan an kepada
Menteri Energi dan Sumb aya Mineral m 1l pemegang
[UPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi
tralk/Perjanjlan, pemegang
anjian Kar
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

mbangan

Karya, atau

Pertambangan

operasional  sebagai
pemimpin tertinggi di lapangan;

. Memiliki tenaga teknis pertambangan yang berkompeten
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

I Menggunakan peralatan yang telah dinji kelayakannya; dan

gan ketentuan

IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operas:
jian, IPR, SIFB,
dan [UP untuk penjue :
ng tidale sestu

Pengangkuran dan

ngan [UJP; dan
fian

b. Melaksanakan kegiata

sesual dengan

A langgar 1

rubahan pada:
atan Diktum KEDUA, pemega

g IUJP

perundang;

ketentuan  per

[UJP  ber
usaha je

lam Diktum KESATU tidak
pihak lain,

IUJP sebagaimana dimaksuc
dapat dipindahtangankan
Pemegang 1UJP  dapatr  diberiks sanksi sesumi dengan
ketentuan peraturan perandang-un:

angan.

Apabila  di hari &

erdapat  kekeliruan  dalam
K 1

dilakukan perbaikan

tusan ini

aimana mest

e
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LEGALITAS

IUJP| PT Konsultan Pertambangan Indonesia

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakar
paca tanggal 3 1 []EE 2321

a.n, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TERI INVESTASH KEPALA BADAN KOORDINASI
A MODAL

LAHADALIA

disampaikan kepada
Menter Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik
Indonesia;

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indones:a:
Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Menteri Dalam Negeri Republik Indor
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral.

1]

Eeaguasan Parizinen dan Norgerinan o FT5P — Kemancorian imvestasl{ BEPM cidak dikenakan bisya

No. Mama Pengurus Jabatan

PUT
VAMAN MODAL
OR - Yoo /1/TULIP/PMDN;2021

TANGGAL : 31 DEC 207

LAMPIRAN DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU SUSUNAN PENGURUS
1ZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN PT KONSULTAN PERTAMBANGAN
INDONESIA

Daftar Pemegang Saham

Nao Nama Pemegang Saham Nilai Saham

100, - 40

] |Abdul Rachman e 3 400.00

2 [Baharudin Farawowan 10.000.000,- 40

Jesiva Putrinto 00.000.- 20

Daftar Susunan Pengurus

NFWP Pengurus

1 (Abdul Rachman 15.916.762.3-029.000

Baharudin Farawowan Direlctar ik 7.604.4-952.000

Putrnnto Komisaris

71.515.977.8-029.000

ERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
EPALA BADAN KOORDINASI

AHADALIA

eninan dan fonperizina

FT48  Kermwmterian Investas/BOPM tidnk cienakan bizya
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LEGALITAS

IUJP| PT Konsultan Pertambangan Indonesia

LAMPIRAN [l KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN KOORDINASEI]

PENANAMAN MODAL
NOMOR FOlu J1/IUJP/PMDN/2021

TaNGGAL : 31 DEC 201

LAMPIRAN KLASIFIKASI BIDANG USAHA
IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
PT KONSULTAN PERTAMBANGAN INDONESIA

Daftar Klasifikasi Bidang Usaha

Bidang Usaha

T Penyusunan dokumen lingkungan
ah > |Feny ¢ 1ZKung
Studi kelayakan | \\ihat dan/atau UKL-UPL)

No.| Jenis Usaha Sub Bidang Usaha

1 Pelaksanaan

2 |Pelaksanaan Eksplorasi |Pemetaan geologi

Lingkungan

3 |Pelaksanaan
pertambangan

Lingkungan

4 |Pelaksanaan
|pertambangan

= |
= 2 |Lingkungan
5 Pelaksanaan

Audit lingkungan pertambangan

Pemantauan lingkungan

|Survei RKL/RPL

|pertambangan

5 Pelaksanaan Penganglutan Menggunakan truk

MENTER] ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2T
MENTERI INVESTASI/ KEPALA BADAN KOQRDINASI
PENANA) 3
LAHADALIA
5\
p)
- Pengurusan Pesizinan €30 Nonparizinan di PTSP — Kementerian inwestas /BKPM tidak dikenakan biaya
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LEGALITAS

NPWP | PT Konsultan Pertambangan Indonesia

npwp. KPP PRATAMA AKARTA SETWBUDI SATU
43.501.991.2-011.000

PT. KONSULTAN

PER TA MBANGAN INDONESIA
Terran] EPRBNTRUM WALK SOUTH JL HR RASUNA SAID
KARET KUNINGAN SET|ABUDI o
WOTA ADM. JAKARTA SELATAN DK| JAKARTA

10 Se ptember 2021 dJ p
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LEGALITAS

KTP - NPWP

PROVINGI DKIJAKARTA -
- JAKAATA PUSAT '

gi"-:__[;',' : 3171015810900008 pueey

| = FRISHA JESIVA P P
Twu!}’ Lahir - JRKARTA I8-10- 1087 2
. thm :'_ﬁaanm Cht.Dla‘lnH‘ =

FRISKA JESWA PUTFHHTO

NIK : 3171015810910002
JL PETOUO BINATU VIl NO D3 RT 004 RW.D08

Agama .
Siais Pekavinam KAWIN - ST KEL. PETOJO UTARA KEC. GAMBIR
Puheriaan = mw; : JAKARTA PUSAT DI JAKARTA
a«mﬁ-wu - SEUMUR HIBUP

KPP PRATAMA JAKARTA GAMEIR TIGA

_———

ndoneslan Mining Consultants
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- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
.II‘ DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
" GEDUNG KARYA TELP. (021) 3506138, FAX 1 (021) 3507202, 3506129
JL. MERDEKA BARAT NO. 8 3506129, 3506145, 3506145, 3506143, 3862179
JAKARTA 10110 3506143, 3862220 email . hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.261/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2025
TENTANG

PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK KELAPA SAWIT PT INTI INDOSAWIT SUBUR
YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS TIMUR RIAU - JAMBI (NOMOR RUAS : 013, NAMA RUAS :
SOREK | — BTS. KAB. INHU), DESA DUSUN TUA, KECAMATAN PANGKALAN LESUNG,
KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a) bahwa sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis
dampak lalu lintas di jalan nasional harus mendapatkan
persetujuan dari menteri yang bertanggung jawab di bidang
sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

b) bahwa Tim Evaluasi Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
telah melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak
Lalu Lintas yang diajukan oleh PT Inti Indosawit Subur;

c) berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat tentang Persetujuan Teknis Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri
Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang
terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013,
Nama Ruas : Sorek | — Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi

Riau;



Mengingat

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen
dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan
Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 250);

Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian
Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 369);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).



Memperhatikan

Menetapkan

a. Surat permohonan Nomor: 001/EX/LEG-IIS/I/2025 tanggal 22
Januari 2025 perihal Permohonan Persetujuan Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri
Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang
terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013,
Nama Ruas : Sorek | — Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua,
Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi
Riau;

b. Berita Acara Nomor: BA. 27/ANDALALIN/II/2025 pada tanggal 14
Februari 2025 tentang Pembahasan Dokumen Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu
Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan
Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan
Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek
| — Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan
Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

c. Surat Kesanggupan Nomor: 002/EX/LEG-IIS/V1/2025 tanggal 02
Juni 2025 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam
Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi
Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti
Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi
(Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek | — Bts. Kab. Inhu), Desa
Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten

Pelalawan, Provinsi Riau.

MEMUTUSKAN :

Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang
Persetujuan Teknis Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan
Tinggi Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT
Inti Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi
(Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek | — Bts. Kab. Inhu), Desa
Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau.



KESATU

KEDUA

KETIGA

Berdasarkan Hasil Penilaian/ Evaluasi dari Tim Evaluasi Dokumen

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas terhadap Dokumen Hasil Analisis

Dampak Lalu Lintas yang diajukan oleh:

Nama Instansi : PT Inti Indosawit Subur

Alamat Instansi :JI. M.H.Thamrin No. 31, Kel. Kebon
Melati, Kec. Tanah Abang, Kota Adm.
Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta

No. Tlp/ Fax Instansi : 021-2301119

Penanggung Jawab  : Omri Samosir selaku Direktur

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi
Pembangunan Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti
Indosawit Subur yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi
(Nomor Ruas : 013, Nama Ruas : Sorek | — Bts. Kab. Inhu), Desa
Dusun Tua, Kecamatan Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau dengan luas lahan sebesar 355,83 Ha (tiga ratus lima
puluh lima koma delapan tiga hektare) dan luas lantai bangunan
sebesar 340.187 m? (tiga ratus empat puluh ribu seratus delapan
puluh tujuh meter persegi).

PT Inti Indosawit Subur wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai
Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Apabila tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam
Pasal 14 dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



KEEMPAT

KELIMA

Surat rekomendasi persetujuan analisis dampak lalu lintas
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan berakhir
dengan sendirinya dalam hal:

a. PT Inti Indosawit Subur tidak melaksanakan Pembangunan dalam
kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi;
dan/ atau;

b. PT Inti Indosawit Subur tidak memenuhi salah satu rekomendasi

yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Tim Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas
melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Teknis
Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Bangkitan Tinggi Pembangunan
Industri Pengolahan Minyak Kelapa Sawit PT Inti Indosawit Subur
yang terletak di Jalan Lintas Timur Riau - Jambi (Nomor Ruas : 013,
Nama Ruas : Sorek | — Bts. Kab. Inhu), Desa Dusun Tua, Kecamatan

Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.



KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 03 Juni 2025
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN
ElyigeE
S
R

Ditandatangani secara elektronik

RUDI IRAWAN, S.SiT, MT
NIP. 19740522 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada:

Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;

Direktur Jenderal Perhubungan Darat;

Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia;

Gubernur Riau;

© N o 00k~ w0 Ddh PR

Bupati Pelalawan.



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP.261/LT.408/DJPD-ANDALALIN/2025

PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
BANGKITAN TINGGI
PERSETUJUAN TEKNIS HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN TINGGI
PEMBANGUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN MINYAK KELAPA SAWIT PT INTI INDOSAWIT SUBUR
YANG TERLETAK DI JALAN LINTAS TIMUR RIAU - JAMBI (NOMOR RUAS : 013, NAMA RUAS :
SOREK | — BTS. KAB. INHU), DESA DUSUN TUA, KECAMATAN PANGKALAN LESUNG,
KABUPATEN PELALAWAN, PROVINSI RIAU
TAHUN 2025

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

PT Inti Indosawit Subur selaku Pembangun wajib melaksanakan ketentuan dalam Surat
Pernyataan Kesanggupan, yaitu:
1. Penanganan dampak lalu lintas pada masa Operasional adalah sebagai berikut:

a. Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, yaitu:
1) Pemasangan rambu lalu lintas pada ruas Jl. Lintas Timur Riau - Jambi (depan area lokasi

kegiatan/eksternal) sebanyak 9 (sembilan) unit, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel

MNo. lenis Rambu Keterangan Penempatan Jumlah
Rambu
L Berhenti Sesuai Lampiran
1 lii:3a arangan Berhenti p : 3 Unit
Gambar Teknis
: Sesuai Lampiran 3
2 .3b Larangan Parkir 1 Unit

Gambar Teknis

Larangan Menjalankan Kendaraan : :
: ] Sesuai Lampiran 3
3 111.4h dengan Kecepatan Lebih dari yang ] 1 Unit
) Gambar Teknis
Tertulis




Tabel
MNo. lenis Rambu Keterangan Penempatan Jumlah
Rambu
Perintah Memasuki Jalur atau Lajur Sesuai Lampiran .
4 V.33 L . 1 Unit
yang Ditunjuk Gambar Teknis
Larangan masuk bagi kendaraan | Sesuai Lampiran .
5 l.2a2 . . 1 Unit
bermotor dan tidak bermotor Gambar Teknis
6 IL4b16 Peri_ngatan Persimpangan Tiga 5isi Kiri | Sesuai Lampirén 1 Unit
(Ditempatkan pada Lengan Mayor) Gambar Teknis
Peringatan Persimpangan Tiga Sisi
7 11.4b17 K ; Dit ’Elr:pI g1:| Lg sesual Lampiran 1 Unit
. anan (Ditempatkan pada Lengan Gambar Teknis
Mayor)
. - ) - Sesuai Lampiran ;
g 1.4b18 Peringatan Persimpangan Tiga Tipe T 1 Unit
R g pang g ) P Gambar Teknis n
(Ditempatkan pada Lengan Minor)
JUMLAH 9 Unit

2) Pemasangan Lampu Peringatan atau Warning Light di JI. Lintas Timur Riau - Jambi (depan

area lokasi kegiatan/eksternal) sebanyak 1 (satu) unit (2 aspek);



3) Pemasangan Rambu Lalu Lintas di dalam kawasan (internal) sebanyak 32 (tiga puluh dua)

unit, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel
Mo. Jenis Rambu Keterangan Penempatan Jumlah
Rambu
Sesuai Lampiran
1 W.5f1 Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir P : 5 Unit
Gambar Teknis
P Petunjuk Lokasi Fasilitas Parkir Sesuai Lampiran ]
2 - V.5f1 1 Unit
Tertentu Gambar Teknis
3 f V.3b Perintah Memasu_ki Ja_lur Atau Lajur Sesuai Lampir?n 10 Unit
Yang Ditunjuk Gambar Teknis
4 11242 Larangan Masuk Sag; Kendaraan Sesuai Lampwgn 5 Unit
Bermotor dan Tidak Bermotor Gambar Teknis
Petunjuk Lokasi Fasilitas Ehsundbampiian
5 V.5 P b 2 Unit
€ en\{re erangian Gambar Teknis m
Pejalan Kaki
6 V.5hd Petunjuk Lokasi Tempat Berkumpul Sesuai Lampirén 2 Unit
‘ Darurat Gambar Teknis
: . Sesuai Lampiran %
7 - Petunjuk Jalur Evakuasi : 6 Unit
Gambar Teknis
JUMLAH 32 Unit

b. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas internal sesuai dengan dalam gambar teknis
dan memenuhi spesifikasi teknis dari Kementerian Perhubungan;
c. Penyediaan Fasilitas Parkir, yaitu :

Fasilitas ruang parkir dengan kapasitas sebanyak :

e Parkir Motor : 48 SRP
e Parkir Mobil ;44 SRP
e Parkir Truk : 44 SRP

Serta melakukan penataan lokasi parkir di area persil, sebagaimana sesuai dengan dalam gambar
teknis dengan pembatas berupa marka dan menambahkan parkir untuk konsumen/pegawai

berkebutuhan khusus;



. Penyediaan Fasilitas Akses Masuk/Keluar, sebagai berikut :
Terdiri dari 1 (satu) gate masuk dan keluar, dengan total lebar 14 meter dan radius 15 meter;
. Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik
pergerakan dan tundaan perjalanan, yaitu :
1) Sirkulasi lalu lintas orang;
2) Sirkulasi lalu lintas kendaraan;
Mengatur pola sirkulasi lalu lintas kendaraan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan
dan tundaan perjalanan serta membuat marka jalan di kawasan internal dan eksternal Operasional
sesuai dengan PM 67 Tahun 2018;
. Melakukan perkerasan jalan pada jalan perusahaan yang bersinggungan dengan jalan nasional
minimal 30 meter;
. Menyiram roda kendaraan operasional pada saat keluar lokasi dengan sistem water trap;
Penyediaan Fasilitas Pejalan Kaki dan Berkebutuhan Khusus;
Penyediaan Fasilitas Lainnya, yaitu :

1) CCTV (Closed Circuit Television), pada area internal maupun pada area eksternal yang dapat

memantau kondisi pada ruas Jl. Lintas Timur Riau - Jambi

2) Pos Keamanan;

3) APAR sebanyak 25 unit dan Akses Kendaraan DAMKAR,;

4) Lokasi Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi.
Menyediakan akses untuk kendaraan tanggap darurat (pemadam kebakaran, ambulan, dan lain
lain) sebagai bentuk tindak pencegahan apabila terjadi keadaan darurat;
Melakukan penanganan Limbah B3 sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku;
. Memasang lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar, di depan kawasan, dan
di dalam Kawasan;
. Penempatan petugas pengatur lalu lintas bersertifikat, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada
pintu akses dan sirkulasi di dalam kawasan;
. Penempatan petugas keamanan untuk memastikan tidak ada kegiatan pedagang kaki lima (PKL)
dan parkir kendaraan pada badan jalan;

. Menyediakan kendaraan barang sejumlah :

Uraian Jenis Kendaraan Ritasi
Kendaraan Operasional
a. Pengangkut Bahan Baku Truck CDD 133 rit/hari
b. Pengangkut Hasil Produksi Fuel Tank Truck 6 rit/hari
c. Pengangkut Limbah Truck CDD / CDE 2 rityminggu




g. Kendaraan barang atau orang pada masa operasional harus sesuai dengan kelas Jalan dan
ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan/ tidak Over Dimension Over Loading
(ODOL), dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman PM 60 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan dan KP.
4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah;

r. Angkutan barang wajib diberikan banner/stiker dengan tulisan yang menyebutkan nama kegiatan
dan mencantumkan nomor telepon pihak yang bersangkutan sesuai dengan Peraturan Menteri
(PM) Perhubungan Nomor 74 Tahun 2021 tentang perlengkapan keselamatan kendaraan
bermotor dan pengemudi telah dilengkapi dan memastikan seluruh kendaraan yang digunakan
baik milik pihak pembangun maupun yang bekerja sama dengan pihak pembangun maupun yang
bekerja sama dengan pihak ketiga, seluruhnya wajib mengimplementasikan sistem manajemen
keselamatan yang dituangkan menjadi SOP dan MOU (pihak ketiga);

s. Memberikan instruksi "safety-riding" kepada sopir pengangkut bahan baku dan hasil produksi
untuk berkendara dengan menjunjung tinggi keselamatan lalu lintas;

t. Mengatur interval waktu kedatangan kendaraan barang agar tidak datang secara bersamaan
sehingga menyebabkan parkir kendaraan berebihan jumlah ruang parkir yang disediakan serta
kendaraan barang wajib beroperasi sesuai jam operasional kendaraan barang yang berlaku di
wilayah lokasi serta menghindari jam sibuk lalu lintas (06.00 — 08.00 dan 16.00 — 18.00);

u. Konsultan bersedia secara aktif melakukan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban
pembangun yang telah tertuang dalam surat kesanggupan, selanjutnya dilaporkan secara berkala
dalam waktu 6 bulan setelah rekomendasi teknis terbit dan 6 bulan setelah masa operasional
kepada Direktorat Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Subdirektorat
Analisis Dampak Lalu Lintas.

. Melaksanakan seluruh rekomendasi dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas yang disahkan oleh

Kementerian Perhubungan yang menjadi tanggung jawab PT. Inti Indosawit Subur.

. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi

penanganan dampak.

. Dalam pelaksanaan rekomendasi berkoordinasi dengan instansi terkait yaitu (Subdit KKJJ

Kementerian PUPR, Direktorat Kamsel Korlantas POLRI, Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas Il

Provinsi Riau, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Dinas

Perhubungan Kabupaten Pelalawan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Riau,

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, Ditlantas Polda Riau serta Satlantas Polres

Kabupaten Pelalawan.

. Membantu dalam koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Operasional.



6. Melakukan Pengajuan Penanganan Dampak Lalu Lintas kembali, jika terdapat perubahan kegiatan

dari yang diusulkan.

DIREKTUR LALU LINTAS JALAN
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RUDI IRAWAN, S.SiT., M.T.
NIP. 19740522 199703 1 002



